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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diajukan kesimpulan 
penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan pengaturan antara pekerja laki laki dengan pekerja 
perempuan di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 76  dan Pasal 
82 merupakan Pasal yang menunjukkan perbedaan pengaturan tersebut. 
Kedua Pasal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 5 yang tidak memperkenankan adanya perbedaan kesempatan kerja. 
Keadaan tersebut juga terkesan menyebabkan adanya inharmonisasi 
peraturan. Adanya perbedaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 76 
disebabkan karena kodrat biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki 
yang menyebabkan harus adanya perlindungan yang lebih terhadap wanita. 
Namun berkaitan dengan Pasal 76 Ayat (1) bagi pekerja laki laki yang berusia 
di bawah 18 tahun atau yang menurut Undang-undang Ketenagakerjaan 
termasuk dalam kategori anak, sebaiknyalah diberlakukan ketentuan yang 
sama sebab kondisi pekerja anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan 
adalah dalam kondisi  yang lemah karena itu sebaiknya tidak dibedakan. 

2. Pasal 76 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih 
terdapat unsur diskriminasi dikarenakan adanya indikator diskriminasi. 
Indikator yang terlihat adalah masih ada pembedaan berdasarkan jenis 
kelamin. Dimana peraturan perlindungan proteksi yang diatur khusus untuk 
perempuan seharusnya juga diterapkan untuk pekerja laki-laki. Selanjutnya 
Pasal 82 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga 
mengandung unsur diskriminatif.  Pasal ini menjelaskan bahwa perempuan 
berhak memperoleh istirahat/cuti kerja pada saat dan sebelum melahirkan. 



102 
 

Perempuan juga berhak memperoleh istirahat apabila mengalami keguguran. 
Peraturan ini hanya mengatur khusus untuk perempuan dikarenakan 
perempuan memiliki kodrat biologis yang berbeda dimana hanya perempuan 
yang bisa melahirkan. Namun pada realita ternyata apabila seorang 
perempuan atau istri mengalami hal tersebut maka seorang suami juga 
seharusnya menjaga dan menemani sang istri untuk memberikan dukungan 
moral maupun non moral. Dan dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan 
yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi untuk pekerja 
perempuan yang sedang melakukan pekerjaan lembur tetapi diganti dengan 
uang, padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang. 

 
5.2  Saran 

Adapun saran-saran penelitian yang dapat diajukan sebagai hasil dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada Pemerintah agar ketentuan tentang pekerja di bawah 18 
tahun atau yang dikenal dengan pekerja anak tidak dibedakan ketentuannya 
antara pekerja anak laki-laki dengan pekerja anak perempuan, mengingat 
anak masih dalam kondisi biologis yang lemah serta dalam usia 
perkembangan sehingga baik laki-laki maupun perempuan, keduanya perlu 
dilindungi dengan adanya pembatasan jam kerja malam. 

2. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai hak-
hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan serta memberikan penjelasan 
alasan mengapa terdapat perbedaan tersebut agar tidak terjadi perasaan 
diperlakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan 

3. Disarankan kepada Pemerintah mengingat pekerja perempuan memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan pekerja laki-laki maka dilakukan upaya 
meningkatkan pemenuhan hak pekerja perempuan, dengan meningkatkan 
pengawasan kepada perusahaan terkait implementasi berbagai ketentuan 
yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan. Serta memberikan sanksi 
yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang 
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mengatur mengenai hak pekerja laki-laki maupun perempuan sesuai 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

4. Disarankan kepada Perusahaan di Indonesia untuk dapat mematuhi hukum 
ketenagakerjaan yang berlaku berkaitan dengan hak-hak pekerja  baik laki-laki 
dan perempuan. Serta tidak melakukan pembedaan antara pekerja laki-laki 
dengan perempuan di luar yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang 
Ketenagakerjaan yang berlaku. 

5. Disarankan kepada Pekerja agar dapat mempelajari dan memahami haknya 
baik sebagai pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan  agar dapat 
mempertahankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum 
Ketenagakerjaan apabila perusahaan melakukan hal-hal yang berkaitan 
dengan perbedaan hak di luar yang ditentukan oleh Undang-undang 
Ketenagakerjaan. 
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